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TIi,NTANG

PEMBBNTUKAN PERATURAN PEITUNDANG.UNDANGAN DAERAH

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR NIALUI(U UTARA

bahwa Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum
sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional yang
dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam system
hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban
segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan
perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai
pembentukan peratura:r perundang-undangan daerah yang
dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar
yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan
perundang-undangan di daerah;
bahwa dalarn rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, nlenampung kondisi obyektif daerah serta penjabaran
lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu
membentuk peraturan daerah tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan daerah yangmerupakan bahagian integral dari
pembangunan hukum nasional;

d. bahwa pembentukan Peraturan Perundangundangan Daerah
memerlukan instrument perencanaan yang disusun secara terencana,
terpadu dan sistematis;

e. bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b,c dan d perlu merrbentuk Peratulan l)aerah tentang Pembentukan
Peraturan Perundangundangan f)aerah;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Urrdang Dasar Negara l{epublik Indonesia
"fahun 1945;
Undang-urrdang Nomor 46 Tahun 1999 tentallg Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten lSuru dan Kabupaten Maluku T'enggara
Barat (Lernbaran Negara Republik Indorresia Tahun 1999 Nomor 174,
'I'ambahan Lembaran Negara Nomor 3895); sebagairnana telah diubah
dengan Undang-undang Nornor 6'fahur 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 46 Terhun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan i(abupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembalan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73,
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
Undarrg-Undang Nomor 32 'Iahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 125,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia
T'ahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

b.

c.

2.

J.
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Dengan Persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-I.INDANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimahsud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.

2. Pemerirrtah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku utara.

3. Gubernur adalah Gubemur Maluku Utara;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja

perang$at 
-daerah 

yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan daenh di bidang

pembentukan peraturan perundang - undangan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;

6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Peraturan

perundangundangan yang mencakup tahapan perencanaan, perlyusunan,pembahasmt,

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau

pejaUat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan.
8. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah adalah pembuatan Peraturan

Daerah dan atau Peraturan Perundangundangan Daerah Lainnya yang mencakup tahapan

perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

g. peraturan Perundang-underngan Daerah adalah peraturan tertulis yang memuat norma

hukum yang mengikat secara Llmuln dan dibentuk atau ditetapkan oleh lernbaga negara

atau pejabut ya*g berr,venang rnelalui prosedut yang ditetapktrn dalam Peraturan

Perundang-urdangan.
10. peraturan Daerah aclalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara yang dibentuk oleh

Dewan Perwakilal Ra-l,iyat Daerah Prcvinsi lV{aluku l/tara dengan persetqiuan besama

Gubernur Maluku Utara.

ll. Peraturan Perundangunclangan Daerah Lainnya adalah Peraturan Gubemur Maluku

Utara clan atau Peraturan DPR"D Provinsi Maluku Utara yang diakui keberadaannya cian

meilrpunyai kekuatarr hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan

Perundang-urclangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan ker,venangan.

12. Prograrn Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen

perenculnzran program pernbentukem Peraturan Dzretah Provinsi Maluku Utara yang

disusttn secara terencana, terpadur, dan sistematis.

13. Progrzul Pernbentukan Peraturan Perundemg-undangan Daerah adalah program

pernbentukan Peraturan Gubemur dan atau Pgratutan DPI{D.

14. Naskah Akademik aclalah naskah hasil penelitian atau pengkajian lrukum dan hasil

penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentr"r yang dapat dipertanggungjawabkan

i..ur" ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam sueitu Rancangan Peraturan

Daer.ah Provinsi Maluku Utara sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan

hukum nrasyarakat.
15. Penguldangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangatr Daerah dalam

Lernbaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah'
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16. Materi Muatan peraturan perundang-undangan Daerah adalah materi yang dimuat dalam

peraturan Perundang-undangan du"'ut' Jesuai dengan jenis' fungsi' dan hierarki

Peraturan Perundang-undangan'

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Provinsi Maluku Utara'

18. Badan Legislasi Daerah Yang

Daerah DPRD Provinsi Maluku
selaniutnya disebut Bategda adatah Badan Legislasi

[Jtara.

(1)

(2)

BAB II
ASAS PBMBENTUKAN

Pasal2

perundang-undangan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan dan asas materi

muatan Perundang-undangan'
nr", ,.6"gaimani dimaksud pada ayat (1) meliputi.

a. kejelasan tujuan:

b,kelembagaanatauorganpembentukyangtepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d,. dap at di laksanakan;

e. keiayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal3

(1) Muatan Perundang-undangan Daerah harus mengandung asas;

a. pengayornan:
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan rJalam hukum dan pvrnerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hulcturr; dan

i. t "t.i*Uungffi, 
keserasian' dan keselarasan'

(2) Selain uro, .rfn!u|*un* .tin atsJ;;d ayat.(1), Perunclangunclangan Daerah tefientu

dapat berisi 
".ur-tuin 

sesuai a.ngui f-ia*rg'rt"tu- peratura' perundang-undangan yang

bersangkutan'

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peratulan Daerah ini nrengatur tentang:

a.Pembentukanperaturanperundang-undangang:linyangn'reliputiazasdantatacara'- 
p.*b.ntukan peraturan perundang-urtclangan daeran;

b. Bentuk Oun;.nX ftraturan pt*'ntlungundangan daerah;

c. program pembentukan peraturun'ittttJuig-u'danga' daerah yang meliputi program

legislasi ou"rut Jur;;;d* pernbentukan peraturarr-perutclang-untlangan daerah lainnya;

d. prosedur dan tata cara p.nynruiti;;;fu legislasi daeiah, program pembe'tukan

peraturan Gubernmut d'an ptogtam pemieniukan peratutan DPRD;

e. penganggaran clan pembiayaan ptogru* pembentukan peraturan perundang-undangan

daerah.
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(1)

(2)

(3)

BAB IV

JEMS,TAIIAPANPEMBENTUKANDANMATERIMUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Peraturan Perundangundangan Daerah

Pasal5

P eraturan P erundangundangan Daerah terdiri dari :

a. Pembentukan Peraturan Daerah; dan

b.PembentukanPeraturanPerundangundanganDaerahLainnya'
peraturan perundangundangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf (b)

meliputi:

a. Peraturan Gubemur; dan atau

b. Peraturan DPRD.

Peraturan Perundangundangan Daerah

keberadaarur ya dut nempunyai kekuatan

Peraturan Perundangundangan yang lebih

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui

hokurr mengikat sepanjang diperintahl'ran oleh

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan'

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan

Pasal6

Pembentukan Peraturan Perundangundangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal

di laksanakan melalui tahaPan:

a. Perencanaan;

b. Penyusunan;

c. Pembahasan;

d. Penetapan atau Pengesahan;dan

e. Pengundangan.

Bagian Kefiga

Materi Muatan

Pasal 7

peraturan Perundangundangan Daerah berisi materi ntuatan dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah dan tugas pembantuan serta nlenampung kondisl khusus daerah dan/atau

penjabaran lebih tanjut Peraturan Perunclangundangan yang lebih tinggi'

Pasal 8

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah'

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimalisud pada ayat(l) berupa ancanlan pidana kumngan

paling lama 6 (enam) bulan atau piclana denda paling banyak. Rp50'000'000'00 (lima

puluh iuta ruPiah).

(3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai clengan yang diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan lainnYa'
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BAB V

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAERAH
Bagian Kesatu

Perencanaan Peraturan Daerah
Paragraf I

Umum

Pasal g

perencanaan penlusunan peraturan Daerah dilakukan dalarn Prolegda Provinsi Maluku Utara'

Pasal 10

(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat program pembentukan

peraturan Oaer-ah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi

yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya'

fD tvtaterr yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi

R.ancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi

a.latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran Yang ingin diwujudkan;

c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akandiatur; dan

d. jangkauan dan arah Pengaturan'
(l) fvfaterilang diatur sebagaiirana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan

penye larasan dituangkan dalam Naskah Akademik'

Pasal 11

(l) Penl,usunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan

Provinsi.
(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu I (satu) tahun

prioriLs pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi,

(3) ienyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan

Provinsi.

Pasal 12

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam

p"nyurun*daftar rcnc angenperaturan daerah provinsi didasarkan atas :

a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;

b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

Pemerintah Daerah

berdasarkan skala

sebelum penetaPan

dan Belania Daerah

Pasal 11 ayat (1),

Paragraf 2

Tata Cara dan Prosedur Penyusunan Prolegda

Pasal 13

Penyusunan Prolegda meliPuti :

u. P"nyurunan dan Pernbahasan Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD;

b. penyusunan dan Pembahasan Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

;. ir;;ir;;;n dan pembahasan Rancangan Prolegda Provinsi Maluku antara DPRD dan

Pemerintah DaerahPenetapan Prolegda Provinsi Maluku Utara.
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Paragraf3
Prolegda di Lingkungan DPRI)

Pasal 14

(l) Penl'usunan Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan

Legislasi Daerah.
(2) Balegda menyusun dan membahas Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berdasarkan usulan tertulis yang disampaikan oleh Anggota atau Komisi atau

Gabungan Komisi Komisi, atau Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang

legislasi..
(3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Anggota atau

Pimpinan Rapat Komisi atau Pimpinan Rapat Gabungan Komisi Komisi atau Pimpinan

Rapat Alat Kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi sekurang kurangnya

memuat:

a. Judul Peraturan Daerah

b. Latar belakang filosofis penyusunan Peraturan Daerah:

c. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah;

d. Ruang Iingkup dan

e. Obyek pengaturan;

f. Ringkasan ketentuan dan materi pokok peraturan daerah.

(4) Usulan tertulsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada :

a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;

b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan atau

d. aspirasi masyarakat daerah.

(5) Hasil pembahasan Rancangan Prolegda dilingkungan DPRD ditandatangani oleh

Pimpinan Balegda.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cma Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD diatrn

dengan Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Prolegda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

(1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan Pemeritttah Daerah dikoordinasikan oleh

Biro Hukurn dan dapat mengikutsertakan instansi vertical ferkait.

(2) Biro Hukum menyusuo dan membahas Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan usulan tertulis yang disarnpaikan oleh Kepala Daerah atau SKPD.

(3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <litandatangani oleh Kepala Daerah

atau Kepala SKPD yang sekurang kurangnya memuat:

a. Judul Peraturan Daerah

b. Latar belakang filosofis penyusunan Peratruan Daerah:

c. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah;

d. Ruang Iingkup dan atau obyek pengaturan;

e. Ilingkasan ketentuan dan materi pokok peraturan daerah.

(4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) didasarkart pada :

a. perintah Pemturam Peruudang-undangan lebih tinggi;

b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan atau

d. aspirasi masyarakat daerah.

(5) I{asil pembahasan Rancangan Prolegda dilingkungan
oleh Kepala Biro Hukum.

(6) Ketentuzur lebihlanjut tentang 'fata Cara Penyusunan

Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pemerintah Daerah ditandatangani

Prolegda dilingkungan Pemerintah
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Paragraf 5

Prolegda Provinsi Maluku Utara

Pasal 16

penyusunan prolegda Provinsi Maluku Utala antara DPRD dan Pemerintah Daerah

dikoordinasikan odh DPRD provinsi melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani

bidang legislasi.

Pasal I7

(1) Rancangan prolegda dilingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal t4 t* pu*t ti aisampaikan kepada Badan Legislasi DPRD selambat

lambatnya Pada bulan Mei.
(2) Badan Legislasi DPRD dan Biro Hukum melaksanakan pembahasan paling lama 14

(empat belas) hari kerja terhitung semenjak Badan Legislasi menerima Rancangan

Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(3) pembahasan sebag aimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lama

60 (enam Puluh) hari.

(4) Untuk kelancaran dan keperluan pembahasan Rancangan Prolegda Badan Legislasi dan

Biro Hukum dapatmelakukan koniultasi dan atau koordinasi dengan instansi vertical atau

pihak terkait lainnYa'

(5) ilasil pembahasan Rancangan Prolegda dituangkan dalam Berita Acara yang

ditandaiangani oleh Kepala Biro l{trkum dan Pimpinan Badan Legislasi Daerah.

(6) Hasil pembahasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acata

sebagaimana dimaksud pada ayat (6)'

(7) Hasii pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada

Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 18

(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah

provinsi sebagaimana ditaksud dalam Pasal 13 ay'at (1) disepakati menjadi Prolegda

Provinsi dan clitetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD'

(2) prolegda provinsi sebagaimana diniaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

DPRD Provinsi' 
Pasar 19

(1) Dalam prolegda Provinsi dapatdiniuat daftar kumulatif terbuka yangterdiri atas:

a. akibat putusan Mahkamah Agung; dem

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi'

(2) Dalam 
-keadaan 

tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi di luar Prolegda:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan

peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD

Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Bagian Keenam

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah Lainnya

Pasal 20

P erencanaan P eraturan P erundan grurclan gan D aerah l,ainnya te rd i ri dari :

a. Perencanaan Peraturan Gubernur; dan atau

b. Perencanaan Peraturatulan DPRD



Pasal 21

PerencanaanpenyusunanPeraturanGubernurs'euasai1a11..11uu'u.dalamPasal
ili ; merupakan k"*.n*g* dan- disesuait<a1.{e1qa1 fT'*:i;
lffilfffi|urffiut-"na dinaksua p"i" 

"v"t 
(1) diietapkan untuk jangka waktu I (satu)

tahun.
pcrencanaan penyusunan Peraturan Gubernur clitetapkan dengan Surat Keputusan

fl|f,:frH; Gubernur sebagaimana dimaksud pada avat(3) disampaikan kepada DPRD

p"ii"g lama 14(empat belas) hari setelah ditetapkan'

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan prosedur perencanaan penyusunan Peraturan

Gubernur diatur dengan Peraturan Gubemur'

Pasal 22

perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b

merupakan kewenangan dan rlisesuaikan dengtm keb-utuhan'

perencanaan ,"uugui;runa dimaksud puau uvi (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara clan prosedur perencanaan penyusunan Peraturan

DP RD diatur aen gan P eraturanDPRD tentan g T ata T ertib'

BAB VI
PENYUSUNANPERATURANPERUNDANGUNDANGANDAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 23

RancanganPeraturanDaerahdapatberasaldariDPRDatauGubernur
Rancangan peraturan Da.ruh sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

p*i.fuJ* atau keterangan dan atau Naskah Akademik'

D,alam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja i)aerah;

b. Pencabutan Peraturan Daerah; atau

c. perubahan peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai

dengan t.t.rungunlung,o.-.,utlor.ui pikiran dan materi muatan yang diatur'

Pasal 24

penyusunan Naskah Akademik peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan

NaskahAkademikberdasarkanketentuanPerundangundanganyarrgberlaku.

" Pasal 25

(1) Pengharmonisasian, pembulatan.dan pemantapan konsepsi Rancangan P-eraturan Daerah

yang berasur a.i npnn dikoordinasikarrkun ot.n atut Kelengkapan DPRD yang khusus

menangani bidang legislasi'

(2) Pengho.*oniruuilt, 
"p'.-fr"latan da' pemantaqan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

yrulg berasal clari 
^ 

Gubernur <likoordinaritont * it"1t biro ltukum datr dapat

mengikutsertakan instansi vettikal clari kernenterian yang menyelenggarakan unlsan

pemerintahan di bidang hukum'

Pasal 26

Rarrcangan Peraturan Daerah Provinsi .apat <liajukanoleh anggota' komisi' gabungan komisi'

ataualatkelengkapanDPRDyangkhusr.r,."n,ngu'ribidanglegislasi.

20
(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)
F1

(3)

(l)
(2)

(3)
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Pasal2T

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD yang diusulkan oleh

Anggota, Komisi, 
-cuu*g* Komisi atau Alat Kelengkapan DPRD t'ang khusus

*"ilng*i bidang legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 menjadi tugas dan

tanggungi awab Pengusul.
(2) periv:ustian Rancung* Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta

Naskah Akademik aitatcsanatan dalam batas waktu paling lama 90(sembilan puluh) hari

terhitung semenjak 1 Januari tahun berlakunya Prolegda.

(3) Dalam 1al tiiak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pen)/usunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada aya(l) beserta

iltustutt Akademik menjadi tugas dan tanggungjawab Alat Kelengkapan DPRD yang

khusus menangani bidang legislasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud pada as'at (1) diatur dalam Peraturan DPRD'

(1)

(2)

Pasal 28

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi

disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubemur.

Rancangan Peraturan Daeiah yang telah disiapkan oleh Gubemur disampaikan dengan

surat pengantar Gubemur kepada pimpinan DPRD'

Pasal 29

Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan

peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan

peraturan Daerah provinsi y*g diru*paikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan

Daerah provinsi yang disaripaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk

dipersandingkan.
Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Perundangundangan Daerah Lainnya

Pasal 30

Penyusunan Peraturan Perundangundangan Daerah Lainnya rneliputi :

a. Penyusunan Rancangan P eraturan Gubemur;

b. Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD'

Pasal3l

(1) penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur berdasarkan perintah Perundangundangan

yorr! t"bit, tinggi diliksanakan dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan oleh

F.tuturun Perundangundangan yang memerintahkan'

(2) penyusunan Rancanlan Peiaturan 6ubernur berdasarkan kewenangan dilaksanakan sesuai

Rencana Penyusunan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan aspek kebutuhan

hukum.

BAB VII
PE M BAI{ASAN DAN PIi,NGESAHAN RANCANG AN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
Bagian Kesntu

PembahasanllancanganPeraturanDaerahProvinsi

(1)

(2)

Pembahasan Rancangan Peraturan

bersama Gubemur.
Pembahasan bersama sebagaimana

tingkat pembicaraan.

Pasal 32

Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi

dimaksucl pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-



(2)

(3)

(3) Iingkat-tingkar pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat

koriisi/panittunuAdulat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang

legislasi dan raPat PariPurna.
(4) KJtentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi'

Pasal 33

(1) Rancangan peraturan Daerah Frovinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama

oleh DPRD Provinsi dan Gubernur'

Rancangan peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali

berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 34

(1) Rancangan peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi

dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk

ditetapkan menj adi Peraturan Daerah Provinsi.
(2) penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama ? (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

persetujuan bersama.

Pasal 35

(l) Rancangan peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan

oleh Gubemur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu pulittg lama 30

(tiga puluh) hari seJak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama

oleh DPRD Provinsi dan Gubernur
(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

tidak ditandatangani oleh Gubemur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

Rancangan Peraiuran Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan

Daerah provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.

(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2),kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan l)aerah ini dinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan

naskah Peraturan Daetah Ptovinsi dalam Lembaran Daerah.

I]AII VIII
PENGUNDANGAN

Pasal 36

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan Daerah harus diundangkan

dengan menempatkannya dalam:

a. Lembaran Daerah;

b. Tambahan Lembaran Daerah; atau

c' Berita Daerah' 
Pasar 3T

(l) peraturan Perundang-un<langan Daerah yang cliundangkan dalam Lembaran Daerah

adalah Peraturan Daerah
(2) Peraturan Gubernur clan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

i:i p.ugundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita

Daeiah sebagaimzura dimaksud pada ayat (.1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris
r\^^*^L

a



(1)

Pasal 38

Peraturan Perundang-undangan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat

pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perafuran Perundang-undangan

yang bersangkutan.

BAB IX
PENYBBARLUASAN

Pasal 39

Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penl'usunan

Prolegda, penyusunan Rancangan Peratutan Daerah, lrembahasan Rancangan Peraturan

Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan

informasi dan/ataumemperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 40

(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD y'ang khusus

menangani bidang legislasi.
Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah
alat kelengkapan DPRD
Penyebarluasan Rancangan Peraturau Daerah

oleh Sekretaris Daerah.

Pasal4l

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah

yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

(l) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam

Pembentukan Peraturan Perundan g-undangan.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan melalui:
a. rapat d,engar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau

kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rahcangan Peraturan

Perundang-undangan.
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan danlatau

tertulis sebagairnana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Penrndang-

undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh rnasyarakat.

(2)

r
(2)

(3)

yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh

yang berasal dari Gubernur dilaksanakan
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r

(1)

(2)

BAB XI
PENGANGGARAIY

Pasal 44

Seluruh biaya yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan Peraturan
Perundangundangan Daetah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah.
Penganggaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tahapan
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 6, pasal 39, pasal 40 dan pasal 4l Peraturan Daerah
Inl.

(3) Biaya yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan Peraturan Perundangundangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya Perjalanan Dinas Bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menganggarkan kebutuhan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setiap tahun anggaran berdasarkan Prolegda dan Program
Pem bentukan Peraturan Perun dan gunda.ngan Daerah Lainnya.

Pasal 45

(1) Biaya Penyusunan , Pembahasan, Penyebarluasan dan Penetapan Prolegda di Lingkungan
DPRD serta Prolegda Prcv'insi &{aluku Utara dan atau Biaya Perencanaan pembentukan
Peraturan DPRD dan atau Biaya Penyusunan dan Penyebarluasan Rancangan Peraturan
Daerah beserta Naskah Akadernik di Lingkungan DPRD dan atau Biaya Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan atau Biaya Penetapan, Pengesahan
serta Penyebarluasan Peraturan DPRD dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD

(2) Biaya Penyusunan , Pembahasan, Penyebarluasan dan Penetapan Prolegda di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan atau Biaya perencanaan pernbentukan Peraturan Gubemur dan
atau Biaya Penyusunan dan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah beserta Naskah
Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan atau Biaya Pembahasan Rancangan
Peraturan Gubernur dan atau Biaya Penetapan serta Pengesahan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubemur dan atau Biaya Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur
se.rfa Peraf uran DPRD dianggarkan pad a Pos S ekret ariat D a emh-

(1)

(2)

Pasal 46

Penggunaan atas Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45
rekomendasi persetujuan Balegda secara tertulis
Penggunaan atas Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45
rekomendasi persetujuan Biro Ifukum dan Sekretaris Daerah secara

Rekomendasi pemetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l)

ayat (1) berdasarkan

ayat (2) berdasarkan
tertulis

ditandatangani oleh(3)
Pimpinan Balegda.

(4) Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh
Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Daerah.

Pasnl 47

(l) Penggunaan Biaya sebagairnana climaksud dalam pasal 46 wajib dilengkapi dengan
1 ap or an pel aksanaa n ke gi atan secar& tertul i s.

(2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dirnaksucl pada ayat (l) dinyatakan sah

apabila:
a. Mendapat pengesahan Balegda yang ditarrdatangani oleh Pimpinan Balegda dalam hal

penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal45 ayat (l);atau
b. Mendapat pengesahan Biro Hukurn yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum

dalarn hal penggunaan biaya sebagaimana dirnaksud dalam pasal 45 ay'at (2).



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(l) Prolegda dan P3D yang telah ditetapkan sebelum diundangkannS,n peraturan Daerah ini,
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peratutan Daerah ini.

(2) Prolegda dan P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan
ketentttan Peraturan Daerah ini, paling lama 3 bulan setelah diundangkannya peraturan
Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
mengetahuinya memerintahkan pengundangan
dalam Lembaran Daerah.

tanggal diundangkan dan agar setiap orang
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya

Ditetapkan di Sofifi,
Padatanggal ! Mel 20t2

Diundangkan di Sofifi,
pada tanggal 9 Mel 2012

SBKRET RIS AERAII
r;:dln-,TftevINsr
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 4 TAHUN2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATRAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH

A. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah didasarkan pada

pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, segala aspek

kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus

berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan system hukum nasional. Sistem hukum nasional

merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu

dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum sebagai bagian integral dari

pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan clalam

system hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyaakat serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

dan tugas pembantuan, menampung kondisi objektif daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, dibutuhkan peraturan daerah tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan Daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan hukum nasional

yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua yang

berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi materi pokok yang disusun secara sistematis,

sebagai berikut : asas pembentukan, jenis, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan,

pen gesahan, pengundangan dan parti s ipasi masyarakat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Culiup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas



Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal I 1

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23


